
PERANAN UNIT RESERSE KRIMINAL DALAM 

MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DI 

WILAYAH HUKUM POLRES BANJARBARU 

 

Muhammad Saktiyono Pratama . Abdul Hamid, . Sudiyono 

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan 

Banjarmasin, 19810155 

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan 

Banjarmasin, NIDN1118097201 

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan 

Banjarmasin, NIDK8834301019 

Email : Muhammadsaktiyonopratama@gmil.com 

ABSTRAK 

Muhammad Saktiyono Pratama. 19810155. 2023. PERANAN UNIT RESERSE 

KRIMINAL DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DI 

WILAYAH HUKUM POLRES BANJARBARU. Skripsi. Fakultas Hukum 

Universitas Islam Kalimantan. Pembimbing I : Dr. Abdul Hamid, S.H., M.H., dan 

Pembimbing II : Dr. Sudiyono S.H., M.H. 

 

Kata Kunci ; Pencurian, Reserse Kriminal, Tindak Pidana 

Pencurian adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kekayaan  manusia yang 

diatur dalam Bab XXII Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan  

merupakan masalah yang tak ada habis-habisnya, sehingga peranan unit reserse kriminal 

sangat diperlukan, untuk mengamankan dan mencegah tindak pidana pencurian. 

Penelitian ini difokuskan untuk mengetahui bagaimana peranan Unit Reserse 

Kriminal Di Wilayah Hukum Polres Banjarbaru dalam mengungkap tindak pidana 

pencurian dan mengetahui kendala apa saja yang dihadapi oleh Unit Reserse Kriminal Polres 

Banjarbaru dalam pengungkapan tindak pidana pencurian.  

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dimana penelitian ini 

melakukan penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai perilaku 

nyata (actual behavior), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap 

orang dalam hubungan hidup bermasyarakat. Penelitian ini bersikap deskriptif.  

Pada hasil penelitian skripsi ini menunjukan bahwa; Pertama, Peranan Unit 

Reserse dalam mengungkap kasus tindak pidana pencurian di wilayah hukum Polres 

Banjarbaru, Unit Reserse Kriminal Polres Banjarbaru melakukan peran dengan cara 

menerima aduan dari korban, laporan dari masyarakat, penyelidikan, penyidikan, 

melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), mencari informasi di sekitar TKP, mencari 

bukti-bukti yang ada di TKP dan telah berdasar atas KUHAP. Kedua, Kendala yang dialami 

dalam mengungkap kasus tindak pidana pencurian di wilayah hukum Polres Banjarbaru 

adalah terkait dengan sarana dan fasilitas yakni terkait dengan CCTV dan juga 

masyarakatnya yang menjadi saksi maupun pelaku. Adapun solusi dan upaya institusi 

kepolisian Daerah Kalsel telah dilakukan patroli unit sabhara dengan sarannya dan sesuai 
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dengan mekanisme kerja lembaganya. Selain itu, budaya penyuluhan kesekolah juga telah 

dilaksanakan dan peraturan juga telah dilaksanakan seefektif mungkin untuk secara simultan 

proses penegakan hukum dan keadilan tersebut dapat diwujudkan secara nyata oleh pihak 

Polres Banjarbaru. 
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Theft is one type of crime against human property regulated in Chapter XXII Book 

II of the Criminal Code (KUHP) and is an endless problem, so the role of the criminal 

investigation unit is very necessary, to secure and prevent theft. 

This study focused on knowing how the role of the Criminal Investigation Unit in 

the Banjarbaru Police Jurisdiction in uncovering theft crimes and knowing what obstacles 

are faced by the Banjarbaru Police Criminal Investigation Unit in disclosing theft crimes.  

This research is an empirical legal research where this research conducts 

empirical legal research examining laws that are conceptualized as actual behavior, as 

social symptoms that are unwritten, experienced by everyone in community life 

relationships. This study was descriptive.  

The results of this thesis research show that; First, the role of the Investigation 

Unit in uncovering cases of theft in the jurisdiction of Banjarbaru Police Station, the 

Banjarbaru Police Criminal Investigation Unit plays a role by receiving complaints from 

victims, reports from the community, investigation, investigation, processing crime scenes 

(crime scenes), searching for information around crime scenes, looking for evidence at 

crime scenes and based on the Criminal Procedure Code. Second, the obstacles experienced 

in uncovering cases of theft with aggravation in the jurisdiction of the Banjarbaru Police 

Station are related to facilities and facilities, namely related to CCTV and also the 

community who are witnesses and perpetrators. The solutions and efforts of the South 

Kalimantan Regional police institution have been carried out patrolling the sabhara unit 

with its advice and in accordance with the working mechanism of the institution. In addition, 

the school counseling culture has also been implemented and regulations have also been 

implemented as effectively as possible so that simultaneously the process of law enforcement 

and justice can be realized in reality by the Banjarbaru Police Station. 
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